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ABSTRAK 

 

LINA DWI MARYANI, 1522100913, 2019. “Pengaruh Peran Perangkat 

Desa terhadap Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan Partisipasi 

Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Desa di 

Kecamatan Trucuk)”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Peran Perangkat Desa 

terhadap Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan Partisipasi 

Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan 

Trucuk. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

diperoleh 54 responden yang memenuhi kriteria sampel penelitian ini. Metode 

analisis yang digunakan antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik 

meliputi uji normalitas dan uji heterokedastisitas, uji hipotesis mengunakan metode 

regresi sederhana dan uji selisih mutlak dan uji koefisien determinasi. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap 

profesionalisme pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat tidak 

memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap profesionalisme pengelolaan 

keuangan desa.  

Kata kunci: Peran perangkat desa, partisipasi masyarakat dan profesionalisme 

pengelolaan keuangan desa. 
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ABSTRACT 

 

LINA DWI MARYANI, 1522100913, 2019. "The Influence of the Role of 

Village Devices on Village Financial Management Professionalism with 

Community Participation as Moderating Variables (Study on Village 

Government in Trucuk Sub-District)" 

The purpose of this study is to find out the influence of the role of the village 

apparatus on village financial management professionalism with community 

participation as a moderating variable in the village administration in Trucuk sub-

district. Sample selection using purposive sampling technique, obtained 54 

respondents who met the sample criteria of this study. The analytical methods used 

include validity test, reliability test, classic assumption test includes normality test 

and heterocedasticity test, hypothesis testing using simple regression method and 

absolute difference test and test coefficient of determination. The results of the study 

show that the role of village officials influences the professionalism of village 

financial management and community participation does not moderate the influence 

of the role of village officials on the professionalism of village financial 

management. 

Keywords: Role of village officials, community participation and 

professionalism of village financial management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa 

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat (Pamuji et al, 2017). 

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang tentang Desa dibuat 

untuk menggantikan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan desa 

yang sudah ada sebelumnya. Pasal 23 UU No. 6 Tahun 2014 memberikan 

penegasan bahwa pemerintah desa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 

No. 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di 

bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih 

besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang 

memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju 

kemandirian desa. 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan 

secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi  regulasi, 



2 
 

 

desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi 

bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa 

di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam 

pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya 

UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas 

kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat 

istiadat desa. 

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan 

segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan 

lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus 

tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 

desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, 

dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. 

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan 

tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, 

pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya 

pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala desa beserta 
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perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh 

masyarakat desa. 

Selain diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat 

menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah 

mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan 

pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No. 113 Tahun 2014 

mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, 

akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. 

Indrianasari (2017) melakukan penelitian mengenai Peran Perangkat 

Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa 

Karangsari Kecamatan Sukondo). Hasil penelitian menunjukan perangkat 

desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara 

keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan 

Permendagri No. 113 Tahun 2014. 

Faridah dan Suryoko (2015) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik 

dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada 

level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi 

memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak 

masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas 

menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Komponen 
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pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan 

dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka 

menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, 

dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. 

Penelitian yang dilakukan Faridah dan Suryoko (2015) mengenai 

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hasil penelitian yaitu 

Kepala Desa di Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik 

telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada 

pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan 

akuntabilitas di desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten 

Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan 

yang masih harus diperbaiki. 

Amanat untuk pengembangan partisipasi masyarakat desa tertuang di 

dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, salah satunya yaitu mendorong praksara, gerakan, 

dan partipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa 

guna kesejahteraan bersama. Materi muatan Undang-Undang Desa Tahun 

2014 memuat banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pasal 3 secara 

tegas menyebutkan bahwa pengaturan desa salah satunya berasaskan pada 

asas partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan, kemudian di 
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dalam pasal 4 huruf d mencantumkan  bahwa pengaturan tentang desa 

bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa 

untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, 

bahkan didalam pasal 68 ayat (2) huruf e bahwa masyarakat wajib 

berpatisipasi dalam berbagai kegiatan di desa (Pamuji et al, 2017). 

Riyanto (2015) meneliti mengenai Akuntabilitas Finansial dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD dari pelaksanaan sampai 

dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh 

pihak Pemerintahan Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan 

kepada seluruh masyarakat desa. Faktor pendukung pengelolaan ADD adalah 

partisipasi masyarakat. 

Pasal 82 ayat (5) UU Desa menyebutkan bahwa dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, maka masyarakat desa 

berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan 

pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah desa merupakan insturmen 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

di desa. UU menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di desa. Baik UU desa maupun peraturan 

pelaksanaannya mencantumkan bahwa roda penyelenggaran pemerintahan 

dan pembangunan desa diawali dengan musyawarah desa. Hal ini 

menunjukan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat 

dipertangungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan 
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asas-asas tersebut dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan 

dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan 

desa (pemdes) yang baik (good governance) terkait pengelolaan ADD 

memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat 

mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu 

peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan 

rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif. 

Pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan yang berkualitas guna 

mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oknum-oknum yang 

bersangkutan, sehingga perlu adanya profesionalisme pengelolaan keuangan 

daerah. Profesionalisme dilihat dari sudut pandang kinerja instansi 

pemerintah daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu dalam 

mengelola pemerintahan secara profesional dalam hal ini pengelolaan 

keuangan (Tudikromo, 2015). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus 

dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan 

keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang 

memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat mengakses informasi 

tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(Sukmaningrum, 2012). 

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa Kecamatan 

Trucuk. Sebagai anggota masyarakat di Kecamatan Trucuk peneliti ingin 

mengetahui apakah aparatur pemerintahan desa yang dipercaya bertindak 
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sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Aparatur pemerintahan desa 

dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan asas pengelolaan 

keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu 

akuntabel dan transparan. Sebagai  anggota masyarakat di Kecamatan Trucuk 

peneliti memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumberdaya yang 

dipercayakan kepada pemerintah desa dan tiap-tiap kegiatan yang dilakukan 

pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan 

masyarakat secara terbuka. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Peran Perangkat Desa 

terhadap Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan 

Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada 

Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap profesionalisme 

pengelolaan keuangan desa? 

2. Apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh peran perangkat 

desa terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap 

profesionalisme pengelolaan keuangan desa. 

2. Untuk menguji apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh 

peran perangkat desa terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan 

desa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Sebagai bahan masukan bagi perangkat desa untuk memperbaiki 

masalah yang ada dalam menciptakan profesionalisme pengelolaan 

keuangan desa agar program desa dapat memberikan manfaat secara 

optimal kepada masyarakat desa dan menjadi salah satu pilar 

pembangunan infrastruktur dasar desa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan 

pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan di desa pada Kecamatan Trucuk dengan 

responden perangkat desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil analisis menunjukan bahwa peran perangkat desa berpengaruh 

terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil koefisien regresi nilai signifikansi peran perangkat 

desa sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05, yang berarti bahwa perangkat 

desa telah berperan dalam profesionalisme pengelolaan keuangan desa 

dan telah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang 

dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu akuntabel dan transparan.  

2. Hasil analisis menunjukan bahwa partisipasi masyarakat tidak 

memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap profesionalisme 

pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat diketahui dari hasil koefisien 

regresi nilai signifikansi sebesar 0,590 lebih besar dari α 0,05, yang 

mengindikasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam program yang 

dijalankan pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan/ kebijakan publik tidak berdampak pada pengaruh peran 
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perangkat desa terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa 

artinya adanya partisipasi masyarakat tidak serta merta dapat 

meningkatkan peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah  

sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya mengunakan kuesioner, 

sehingga peneliti tidak dapat mengontrol responden dalam menjawab 

seluruh instrument penelitian dan akibatnya ada sebagian kuesioner yang 

tidak bisa digunakan sebagai sampel karena tidak menjawab instrument 

penelitian secara lengkap. 

2. Penelitian hanya terbatas pada dua faktor yang mempengaruhi 

profesionalisme pengelolaan keuangan desa, yaitu peran perangkat desa 

dan partisipasi masyarakat. 

 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Pemerintah Desa 

a. Sebagai bahan masukan bagi perangkat desa untuk memperbaiki 

masalah yang ada dalam menciptakan profesionalisme pengelolaan 
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keuangan desa agar program desa dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat. 

b. Perlunya sosialisasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

menunjang tata kelola pemerintahan desa yang baik. 

c. Perlunya pemerintah desa membuat website agar 

masyarakat/pengguna laporan keuangan lebih mudah dalam 

mengakses laporan keuangan desa. 

d. Pemerintah desa perlu mengadakan bimbingan teknis maupun 

pelatihan-pelatihan akuntansi pengelolaan keuangan desa bagi 

perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka 

menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan keuangan desa 

dan agar dana desa lebih tepat sasaran dalam meningkatkan 

perekonomian desa. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Kuesioner penelitian lebih menyesuaikan kondisi nyata dan 

kemampuan perangkat desa, serta memastikan jawaban dari 

responden agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyusunan 

kalimat dalam kuesioner yang digunakan lebih disederhanakan guna 

mempermudah pemahaman perangkat desa terkait pernyataan yang 

disampaikan. 

b. Pengumpulan data dalam penelitian tidak hanya menggunakan 

kuesioner namun juga menambah teknik pengumpulan data misalnya 

dengan menggunakan wawancara. 
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c. Menggunakan atau menambah variabel penelitian agar dapat 

mengetahui dengan jelas faktor yang mempengaruhi profesionalisme 

pengelolaan keuangan desa. 
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